
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati
No. SK :

Persyaratan

1. 1 (satu) lembar suratusulan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propem Perkada) 

ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar

2. 1 (satu) rangkap draf Peraturan Bupati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menyampaikan Surat Usulan Program Pembentukan Peraturan 

Kepala Daerah (Propem Perkada) ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima surat usulan 

Propem Perkada dari Perangkat Daerah/Unit Kerja

3. Bagian Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Peropem Perkada

4. Perangkat Daerah/Unit Kerja menyampaikan secara langsung draf Peraturan Bupati di Bagian Hukum

5. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

untuk mengoreksi draf Peraturan Bupati

6. Jika terdapat perbaikan maka dirapatkan dengan Perangkat Daerah pengusul atau dikembalikan untuk 

dilakukan perbaikan

7. Bagian Hukum menyampaikan surat permintaan jadwal harmonisasi Peraturan Bupati ke Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

8. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

untuk melaksanakan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Sulawesi Selatan

9. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi

10. Bagian Hukum menyampaikan surat permintaan jadwal fasilitasi Peraturan Bupati ke Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

11. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

untuk melaksanakan fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

12. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi

13. Bagian Hukum menyerahkan draf Peraturan Bupati ke Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul untuk 

diparaf

14. Kepala Bagian Hukum memaraf draf Peraturan Bupati

15. Draf Peraturan Bupati diserahkan kembali ke Perangkat Daerah pengusul untuk selanjutnya dilakukan 

penandatanganan oleh Bupati Kepulauan Selayar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
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3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati

Pengaduan Layanan

      Menyampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

       Menyampaikan melalui surat elektronik pada Alamat e-mail : bagianhukumsetda@gmail.com
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